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ABSTRAK 

 

Chusna Soimmah, 2025, Analisis Peran Moderasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) 

dalam Hubungan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019-2024. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, 

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. AM. Muh. 

Khafidz Ma'shum, M.Ag 

 

Kata Kunc : Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Zakat 

Infak Sedekah, Tingkat Kemiskinan, Moderated Regression 

Analysis (MRA) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, serta 

menilai peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai variabel moderasi dalam 

hubungan tersebut di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 

2019–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian explanatory dan memanfaatkan data sekunder tahunan. Populasi 

penelitian mencakup seluruh 35 Kabupaten/Kota dengan total 210 unit data, yang 

seluruhnya digunakan sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi data panel dengan model moderasi (Moderated Regression Analysis) 

menggunakan perangkat lunak EViews 10.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. ZIS terbukti memoderasi 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  terhadap kemiskinan dengan arah 

positif, sehingga memperlemah efek negatif Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

namun Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan. Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi 

kebijakan fiskal daerah dan integrasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam 

upaya pengentasan kemiskinan secara efektif. 
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ABSTRACT 

 

Chusna Soimmah, 2025, Analysis of the Moderating Role of Zakat, Infak, and 

Sedekah (ZIS) in the Relationship Between Local Revenue, Economic Growth, and 

Poverty Levels: A Study of 35 Districts/Cities in Central Java Province from 2019 

to 2024. Thesis, Master's Program in Islamic Economics, Graduate School, State 

Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: I. Prof. 

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag 

 

Keywords: Local Revenue, Economic Growth, Zakat, Infaq, and Sadaqah, Poverty 

Rate, Moderated Regression Analysis (MRA) 

 

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) 

and economic growth on poverty levels, as well as to assess the role of Zakat, 

Infak, and Sedekah (ZIS) as moderating variables in this relationship in 35 

districts/cities in Central Java Province during the period 2019–2024. This study 

uses a quantitative approach with an explanatory research type and utilizes 

annual secondary data. The research population covers all 35 regencies/cities 

with a total of 210 data units, all of which are used as samples. The analysis 

technique used is panel data regression with a moderation model (Moderated 

Regression Analysis) using EViews 10 software.  

The results show that Local Own-Source Revenue (PAD) has a negative and 

significant effect on poverty levels, while economic growth has no significant 

effect. ZIS was proven to moderate the effect of Local Own-Source Revenue 

(PAD) on poverty in a positive direction, thereby weakening the negative effect of 

Local Own-Source Revenue (PAD), but Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) did not 

moderate the effect of economic growth on poverty. These findings emphasize the 

importance of optimizing regional fiscal policy and integrating Zakat, Infak, and 

Sedekah (ZIS) in effective poverty alleviation efforts 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Sebagian besar negara di dunia selalu memperhatikan masalah 

kemiskinan. Ini mencakup berbagai aspek perilaku manusia dan dinamika 

sosial, yang membuatnya kompleks dan berbagai dimensi  (Alam, 2017; 

Siwar et al., 2014). Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai 

suatu keadaan di mana kebutuhan dasar hidup seseorang tidak terpenuhi 

secara layak. Dalam kasus ini, kemiskinan tidak hanya mencerminkan 

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga keterbatasan terhadap akses 

terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, perawatan kesehatan, dan 

partisipasi sosial yang lebih besar. 

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang perlu 

ditangani baik pada tingkat global maupun nasional. Hal ini tercermin dari 

penetapan “No Poverty” sebagai tujuan pertama dalam Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yang 

menegaskan bahwa kemiskinan menjadi tantangan utama dalam agenda 

pembangunan global. Tantangan ini dirasakan hampir oleh seluruh negara, 

khususnya negara-negara dunia ketiga (Bappenas, 2022). 

Kemiskinan dapat dijelaskan melalui vicious circle of poverty 

Theory atau teori lingkaran kemiskinan, yang menggambarkan rangkaian 

faktor saling terkait yang menyebabkan suatu daerah terus terjebak dalam 
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kemiskinan dan kesulitan mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. 

Berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi 

ketidakseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran, 

serta tingkat pengangguran yang tinggi, yang pada gilirannya 

memperburuk kondisi kemiskinan (Lindrianti, 2024). 

Di Indonesia, kesadaran terhadap dampak negatif kemiskinan telah 

muncul sejak lama. Menurut Purwanto (2007), pemerintah telah 

menempatkan isu kemiskinan sebagai salah satu fokus utama dalam 

agenda pembangunan nasional, terutama sejak masa Orde Baru. Hal ini 

didorong oleh pemahaman bahwa tingginya tingkat kemiskinan dapat 

menghambat pembangunan, memperluas kesenjangan sosial, serta 

menurunkan kualitas hidup masyarakat secara agregat. Karena hal 

tersebut, berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan 

terus digulirkan dari pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah. 

Untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran, diperlukan 

pemahaman menyeluruh tentang cara mengukur kemiskinan. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Handbook on Poverty and Inequality dari world Bank, 

pendekatan kebutuhan dasar, atau pendekatan kebutuhan dasar, adalah 

pendekatan yang umum digunakan untuk mengukur kemiskinan. Metode 

ini menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan apabila seseorang atau 

rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka, baik 

makanan maupun non-makanan (Jasasila, 2020). 
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Penilaian terhadap kondisi kemiskinan melalui pendekatan ini 

dilakukan dengan menganalisis tingkat pengeluaran rumah tangga. 

Seseorang atau rumah tangga diklafisikasikan sebagai miskin apabila rata-

rata (average) pengeluaran setiap individu per bulan lebih rendah dari 

batas kemiskinan.Garis kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai ambang 

batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi standar 

kesejahteraan dasar, yang mencakup kebutuhan pokok konsumsi seperti 

makanan, papan, sandang, pendidikan, serta kesehatan (Badan Pusat 

Statistik Indonesia, 2024a). 

Dalam perspektif Islam, kemiskinan bukan hanya sekadar 

kekurangan materi, melainkan juga mencakup seseorang yang tidak 

sanggup dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Islam memandang 

kemiskinan sebagai kondisi yang harus diatasi secara sistematis melalui 

mekanisme distribusi kekayaan yang adil, salah satunya melalui zakat (An-

Nabhani, 2004). Al-Qur‟an secara eksplisit memaparkan terdapat delapan 

golongan yang memiliki hak menerima zakat (mustahiq), dua di antaranya 

adalah al-fuqaraʼ (orang fakir) dan al-masakin (orang miskin), 

sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60: 

َّفَةِ قُلوُْبُُُمْ وَفِِ امرّقِاَبِ   دَقٰتُ نِلفُْقَرَاۤءِ وَاممَْسٰكِيِْْ وَامعْٰمِلِيَْْ علَيَْْاَ وَاممُْؤَم َّمَا امصَّ وَامغْٰرمِِيَْْ وَفِِْ سَبِيْلِ اِه

ُ علَِيٌْْ حَكِيٌْْ  ِ ِۗوَالّلّٰ نَ الّلّٰ بِيْلِِۗ فرَيِضَْةً مِّ ِ وَابْنِ امسَّ  الّلّٰ

Arinya, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya 

(mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan 
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pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”  (QS. At-Taubah [9]: 60; Kementerian Agama, 2019d) 

 

Kitab Al-Hawi al-Kabir karya Al-Mawardi menyajikan definisi 

mendalam mengenai kemiskinan, yang menjelaskan bahwa orang miskin 

adalah individu yang memiliki penghasilan atau harta namun tidak 

mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, 

orang fakir adalah individu yang tidak memiliki penghasilan maupun harta 

sama sekali (Al-Mawardi, 2003). Pembedaan ini penting untuk memahami 

karakteristik dua kategori utama mustahiq zakat, sekaligus menunjukkan 

bahwa Islam memiliki konsep yang jelas dan adil dalam menangani 

persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dalam 

Islam bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari sistem ekonomi yang 

bertujuan menegakkan keadilan sosial dan menjaga kehormatan manusia 

(hifzh al-karamah al-insaniyah). 

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan 

daerah, termasuk pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan persentase penduduk 

miskin di Jawa Tengah tercatat lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata 

nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah menghadapi 

tantangan serius dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di 

tingkat lokal. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan 

tingkat kemiskinan ekstrem apabila persentase penduduk miskinnya 

melebihi angka kemiskinan nasional. Dengan demikian, tingginya angka 

kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya menggambarkan lemahnya daya 
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beli masyarakat, tetapi juga menandakan perlunya intervensi kebijakan 

yang lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini menjadi indikator penting 

bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan 

yang lebih efektif, berbasis data dan mempertimbangkan karakteristik 

sosial-ekonomi lokal. Berikut yaitu data perbandingan tingkat kemiskinan 

pada Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia dari tahun 2018-2024 sebagai 

berikut: 

Grafik 1. 1 Data Perbandingan Tingkat kemiskinan Di Provinsi Jawa 

Tengah Dan Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2019-2024 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025 (Data Diolah) (Badan Pusat 

Statistik Indonesia, 2024b; Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025b) 

 

Berdasarkan data pada Grafik 1.1, tingkat kemiskinan tertinggi di 

Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,63 persen, 

sedangkan tingkat kemiskinan nasional juga mencapai puncaknya pada 

tahun yang sama, yaitu sebesar 9,99 persen. Kondisi ini mencerminkan 

dampak signifikan dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, 

terutama dalam hal penurunan pendapatan masyarakat dan peningkatan 
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angka pengangguran. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah di Jawa 

Tengah tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 10,00 persen, dan secara 

nasional sebesar 8,80 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya 

perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam 

masa pemulihan pasca pandemi. 

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota yang 

memipunyai karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. 

Tingkat kemiskinan di setiap daerah tersebut menunjukkan variasi yang 

signifikan, mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan antar 

wilayah. Analisis tingkat kemiskinan per kabupaten/kota menjadi penting 

untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus 

dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan 

pemetaan data yang rinci, pemerintah daerah dapat merancang intervensi 

yang lebih tepat sasaran, baik dari segi program bantuan sosial, penguatan 

ekonomi lokal, maupun peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti 

pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemaparan data tingkat 

kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi langkah awal 

dalam memahami distribusi kemiskinan dan menetapkan prioritas 

pembangunan daerah secara lebih adil dan efektif. Berikut yaitu tabel data 

rata-rata tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah: 
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Tabel 1. 1   Data Rata- Rata Kemiskinan Pada 35 Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah  Tahun 2019-2024 

No. Kabupaten/Kota Rata-Rata (Persen) 

1 Kab. Banjarnegara 15,24 

2 Kab. Banyumas 12,80 

3 Kab. Batang 8,97 

4 Kab. Blora 11,69 

5 Kab. Boyolali 9,93 

6 Kab. Brebes 16,35 

7 Kab. Cilacap 11,91 

8 Kab. Demak 12,22 

9 Kab. Grobogan 11,99 

10 Kab. Jepara 6,81 

11 Kab. Karanganyar 9,96 

12 Kab. Kebumen 16,78 

13 Kab. Kendal 10,09 

14 Kab. Klaten 12,10 

15 Kab. Kudus 7,25 

16 Kab. Magelang 11,12 

17 Kab. Pati 9,59 

18 Kab. Pekalongan 9,79 

19 Kab. Pemalang 15,50 

20 Kab. Purbalingga 15,27 

21 Kab. Purworejo 11,56 

22 Kab. Rembang 14,87 

23 Kab. Semarang 7,30 

24 Kab. Sragen 13,04 

25 Kab. Sukoharjo 7,62 

26 Kab. Tegal 7,73 

27 Kab. Temanggung 9,47 

28 Kab. Wonogiri 10,88 

29 Kab. Wonosobo 16,45 

30 Kota Magelang 6,99 

31 Kota Pekalongan 6,98 

32 Kota Salatiga 4,80 

33 Kota Semarang 4,23 

34 Kota Surakarta 8,79 

35 Kota Tegal 7,77 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025(Data Diolah)  

(Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025b) 

Berdasarkan tabel 1.1 data rata-rata tingkat kemiskinan di 35 

kabupaten / kota di Jawa Tengah, daerah dengan tingkat kemiskinan yang 
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paling tinggi terjadi di Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 16,78 persen. 

Angka ini mencerminkan masih tingginya beban kemiskinan di wilayah 

tersebut, yang kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap 

lapangan kerja produktif, pendidikan, serta infrastruktur ekonomi yang 

memadai. Sebaliknya, tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota 

Semarang, yaitu hanya sebesar 4,23 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa 

Kota Semarang memiliki kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, dengan 

peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan ini menandakan adanya 

ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. 

Pada dasarnya, konsep otonomi daerah memberikan kepada 

pemerintah daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus 

berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

lokal masing-masing daerah (Juanda & Siregar, 2023). Kewenangan ini 

mencakup seluruh aspek pemerintahan, kecuali urusan yang secara tegas 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan di 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menjadi 

dasar hukum dalam pembagian kewenangan serta tanggung jawab fiskal 

antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat prinsip desentralisasi 

dalam mengelolah pemerintahan. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebutuhan 
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masyarakat, termasuk kebutuhan primer, sekunder, serta tersier, sambil 

mempertahankan prinsip kebermanfaatan masyarakat (Suparmoko, 2016). 

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dari 

kemampuan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga dari 

sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunannya secara 

mandiri. 

Sejalan dengan itu, menurut Mudrajat (2004), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah alat penting untuk mengukur kapasitas fiskal suatu daerah. 

Daerah dengan PAD yang tinggi biasanya memiliki tingkat kemandirian 

fiskal yang tinggi dan sebagai akibatnya, menerima bantuan pemerintah 

pusat yang lebih sedikit. Ini menunjukkan prinsip keadilan fiskal, yang 

berarti lebih banyak dana dialokasikan ke daerah dengan kapasitas fiskal 

rendah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah. 

Lebih lanjut, menurut Siregar & Prilia (2025), PAD juga memiliki 

peran strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Peningkatan 

PAD menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih baik, sehingga 

memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam 

melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang 

menyasar langsung masyarakat miskin. Program-program tersebut meliputi 

penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, 

serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, semakin besar PAD 

yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut 

untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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secara berkelanjutan. Tabel berikut mengandung data PAD rata-rata pada 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 1. 2  Data Rata- Rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 35 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 

No. Kabupaten/Kota 
Rata-Rata 

 (Milyar Rupiah) 

1 Kab. Banjarnegara 297,75 

2 Kab. Banyumas 798,89 

3 Kab. Batang 295,90 

4 Kab. Blora 318,03 

5 Kab. Boyolali 452,34 

6 Kab. Brebes 461,33 

7 Kab. Cilacap 700,11 

8 Kab. Demak 456,04 

9 Kab. Grobogan 384,03 

10 Kab. Jepara 435,90 

11 Kab. Karanganyar 403,44 

12 Kab. Kebumen 433,96 

13 Kab. Kendal 464,34 

14 Kab. Klaten 317,33 

15 Kab. Kudus 426,40 

16 Kab. Magelang 402,32 

17 Kab. Pati 382,73 

18 Kab. Pekalongan 376,81 

19 Kab. Pemalang 347,22 

20 Kab. Purbalingga 321,48 

21 Kab. Purworejo 375,72 

22 Kab. Rembang 357,20 

23 Kab. Semarang 522,49 

24 Kab. Sragen 408,88 

25 Kab. Sukoharjo 456,75 

26 Kab. Tegal 506,45 

27 Kab. Temanggung 320,91 

28 Kab. Wonogiri 263,94 

29 Kab. Wonosobo 269,82 

30 Kota Magelang 290,21 

31 Kota Pekalongan 238,28 

32 Kota Salatiga 253,87 

33 Kota Semarang 2554,51 

34 Kota Surakarta 640,81 

35 Kota Tegal 331,90 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2025 

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2025) 
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Berdasarkan tebal 1.2 data rata-rata PAD tahun 2019-2024 pada 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat ketimpangan kemampuan 

fiskal antar daerah. Kota Semarang mencatatkan PAD tertinggi yakni sebesar 

2.554,51 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki 

kapasitas fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya, yang 

kemungkinan disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi, sektor jasa, 

perdagangan, serta posisi strategis kota tersebut sebagai ibu kota provinsi. 

Sebaliknya, PAD terendah tercatat di Kota Pekalongan, yaitu hanya sebesar 

238,87 miliar rupiah, yang mencerminkan masih terbatasnya potensi dan 

kapasitas fiskal daerah tersebut. Perbedaan yang cukup mencolok ini 

menggambarkan ketimpangan potensi PAD antar kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat utama dalam upaya 

menurunkan angka kemiskinan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, 

keberadaan pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam 

menciptakan fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

disebabkan pertumbuhan ekonomi sering dijadikan parameter dalam penilaian 

keberhasilan pembangunan suatu wilayah, terutama dari sisi peningkatan 

aktivitas ekonomi (Triwulandari et al., 2023). 

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan 

produksi barang serta jasa yang didorong oleh faktor quantity dan quality. 

Pertumbuhan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan taraf hidup 

masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks makroekonomi, menurut 
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Sukirno  (2011) menjelaskan bahwa pendapatan nasional riil yang diperolah 

suatu wilayah merupakan indikator penting untuk mengamati pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi. 

Namun demikian, economic grwoth yang tinggi belum tentu efektif 

dalam menurunkan poverty rate jika tidak disertai dengan pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Indikator makro ekonomi cenderung bersifat agregat dan 

belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi individu di masyarakat. Oleh 

karena itu, pembangunan daerah dituntut untuk memberikan dampak yang 

nyata dan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Dama et al., 

2016). 

Lebih lanjut, Todaro (2011) berpendapat bahwa untuk mengatasi 

keterbelakangan ekonomi, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan 

menciptakan kemakmuran. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi 

digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

Sejalan dengan pendekatan tersebut, teori Pro-Poor Growth 

menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada 

kelompok miskin. Karena hal itu, manfaat dari pertumbuhannya dapat 

dirasakan secara inklusif oleh semua elemen dalam masyarakat, khususnya 

kelompok rentan (Fauziah & Suman, 2024). Menurut Amponsah et al. (2023), 

juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi nyata 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Pandangan ini 

menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dikelola secara inklusif dan 
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berkeadilan dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan 

kesejahteraan, terutama bagi masyarakat miskin. Bertikut yaitu data rata-rata 

pertumbuhan ekonomi pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah:  

Tabel 1. 3 Data Rata- Rata Pertumbuhan Ekonomi  pada 35 Kabupaten / 

Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 

No. Kabupaten/Kota Rata-Rata (Persen) 

1 Kab. Banjarnegara 3,82 

2 Kab. Banyumas 4,20 

3 Kab. Batang 4,42 

4 Kab. Blora 2,00 

5 Kab. Boyolali 4,40 

6 Kab. Brebes 3,71 

7 Kab. Cilacap 1,21 

8 Kab. Demak 3,85 

9 Kab. Grobogan 3,99 

10 Kab. Jepara 4,01 

11 Kab. Karanganyar 4,07 

12 Kab. Kebumen 4,00 

13 Kab. Kendal 4,13 

14 Kab. Klaten 4,14 

15 Kab. Kudus 0,94 

16 Kab. Magelang 3,78 

17 Kab. Pati 3,96 

18 Kab. Pekalongan 3,71 

19 Kab. Pemalang 3,97 

20 Kab. Purbalingga 3,69 

21 Kab. Purworejo 3,73 

22 Kab. Rembang 3,90 

23 Kab. Semarang 3,63 

24 Kab. Sragen 3,93 

25 Kab. Sukoharjo 3,95 

26 Kab. Tegal 3,82 

27 Kab. Temanggung 3,58 

28 Kab. Wonogiri 3,77 
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No. Kabupaten/Kota Rata-Rata (Persen) 

29 Kab. Wonosobo 3,58 

30 Kota Magelang 3,82 

31 Kota Pekalongan 3,96 

32 Kota Salatiga 3,97 

33 Kota Semarang 4,54 

34 Kota Surakarta 4,24 

35 Kota Tegal 3,67 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025(Data Diolah) (Badan Pusat 

Statistik Jawa Tengah, 2025) 

 

Berdasarkan Tabel 1.3, data rata-rata pertumbuhan ekonomi di 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2019 

sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan angka rata-rata sebesar 4,54 

persen. Capaian ini menggambarkan kinerja ekonomi yang relatif stabil 

dan kuat sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan di Jawa 

Tengah. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah tercatat di 

Kabupaten Kudus, yaitu hanya sebesar 0,94 persen. Angka ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mengalami perlambatan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dibandingkan daerah 

lainnya, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor struktural, 

terbatasnya investasi, atau dampak jangka panjang pandemi terhadap 

sektor unggulan di wilayah tersebut. 

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan unsur penting dalam 

syariat Islam yang mempunyai potensi besar dalam upaya pengentasan 

kemiskinan serta menciptakan keadilan sosial. Dana ZIS, apabila dihimpun 
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dan disalurkan secara tepat, dapat menjadi sumber pembiayaan efektif bagi 

masyarakat miskin, baik sebagai modal usaha maupun sebagai dukungan 

untuk mempertahankan keberlangsungan usaha kecil (Amani, 2022). 

Selain sebagai sistem distribusi kekayaan, ZIS juga berfungsi sebagai 

instrumen yang mendorong penguatan ekonomi masyarakat. 

Islam menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan kelompok 

rentan. Oleh karena itu, pemanfaatan dana ZIS tidak terbatas pada 

kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif seperti 

pembangunan infrastruktur dasar, pembiayaan pendidikan, layanan 

kesehatan, dan program sosial lainnya (Norvadewi, 2012). Secara definisi, 

zakat menjadi kewajiban untuk setiap Muslim yang telah memenuhi 

syarat, berupa pengeluaran sebagian harta terhadap golongan yang 

memiliki hak (mustahik) sesuai ketentuan syariat. Sedangkan, infak dan 

sedekah bersifat sukarela, dengan cakupan yang lebih luas; infak tidak 

dibatasi oleh nisab maupun jumlah tertentu, sedangkan sedekah dapat 

berupa harta maupun non-materi (Murobbi & Usman, 2021). 

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki 

peran signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Zakat bekerja 

sebagai alat redistribusi yang terukur, membantu mengurangi kesenjangan 

sosial, mendorong ekonomi kerakyatan, dan berkontribusi pada pendanaan 

kesejahteraan masyarakat di luar anggaran pemerintah (Irawan, 2020). Di 

sisi lain, infak dan sedekah meskipun memiliki korelasi negatif terhadap 

kemiskinan, pengaruhnya secara statistik cenderung tidak signifikan yang 
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menunjukkan bahwa efektivitas zakat lebih tinggi karena memiliki 

mekanisme penyaluran yang sistematis (Sari & Firdayetti, 2019). 

Selain memberikan bantuan finansial, zakat dan sedekah juga 

berperan dalam memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan 

dan kesehatan, serta memperkuat solidaritas sosial. Namun, keberhasilan 

ZIS dalam pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada tata kelola 

yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, ZIS dapat 

menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam membangun 

masyarakat yang adil, peduli, dan berdaya, jika dikelola dengan baik dan 

didukung oleh kesadaran kolektif umat  (Irawan, 2020; Kholid, 2020). 

Data rata-rata ZIS pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

disajikan dalam tabel : 

Tabel 1. 4 Data Rata- Rata Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)  

Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 

No. Kabupaten/Kota 
Rata-Rata  

(Milyar Rupiah) 

1 Kab. Banjarnegara 7,67 

2 Kab. Banyumas 16,26 

3 Kab. Batang 2,58 

4 Kab. Blora 7,94 

5 Kab. Boyolali 7,99 

6 Kab. Brebes 5,28 

7 Kab. Cilacap 14,45 

8 Kab. Demak 7,05 

9 Kab. Grobogan 5,31 

10 Kab. Jepara 6,06 

11 Kab. Karanganyar 15,99 

12 Kab. Kebumen 8,42 

13 Kab. Kendal 10,44 

14 Kab. Klaten 5,70 

15 Kab. Kudus 4,22 

16 Kab. Magelang 5,33 

17 Kab. Pati 8,30 
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No. Kabupaten/Kota 
Rata-Rata  

(Milyar Rupiah) 

18 Kab. Pekalongan 3,70 

19 Kab. Pemalang 8,24 

20 Kab. Purbalingga 5,03 

21 Kab. Purworejo 5,20 

22 Kab. Rembang 3,61 

23 Kab. Semarang 11,67 

24 Kab. Sragen 10,95 

25 Kab. Sukoharjo 5,09 

26 Kab. Tegal 4,96 

27 Kab. Temanggung 8,38 

28 Kab. Wonogiri 0,68 

29 Kab. Wonosobo 3,16 

30 Kota Magelang 4,27 

31 Kota Pekalongan 16,51 

32 Kota Salatiga 1,76 

33 Kota Semarang 12,61 

34 Kota Surakarta 3,89 

35 Kota Tegal 2,05 

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2025(Data Diolah) (Badan 

Amil Zakat Nasional, 2025) 

 

Berdasarkan Tabel 1.4, data rata-rata penerimaan Zakat, Infak, dan 

Sedekah (ZIS) di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 

periode tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan 

mencatatkan rata-rata penerimaan ZIS tertinggi, yaitu sebesar 16,51 miliar 

rupiah. Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam 

filantropi Islam di wilayah tersebut, serta efektivitas pengelolaan dan 

penghimpunan dana ZIS oleh lembaga yang berwenang. Sebaliknya, rata-

rata penerimaan ZIS terendah tercatat di Kabupaten Wonogiri, dengan nilai 

hanya sebesar 0,68 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi 

penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Wonogiri masih sangat rendah, 

yang kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat, 
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kesadaran berzakat, atau kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan ZIS 

yang belum optimal. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, beberapa indikator ekonomi daerah, 

khususnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, masih 

menunjukkan kesenjangan antara target dan realisasi. Meskipun berbagai 

kebijakan telah diterapkan, kemiskinan di sejumlah wilayah tetap tinggi 

dan sulit ditekan secara signifikan. Hal ini menandakan urgensi untuk 

menggali lebih dalam mengenai determinan yang berkontribusi terhadap 

kemiskinan di wilayah daerah. 

Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mencerminkan kapasitas fiskal dan 

kemandirian ekonomi suatu daerah. PAD diyakini berpengaruh terhadap 

penurunan kemiskinan melalui optimalisasi belanja daerah. Di sisi lain, 

ZIS diposisikan sebagai variabel moderating yang berpotensi memperkuat 

atau memperlemah pengaruh PAD serta pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat kemiskinan. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis 

terdorong untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Analisis Peran 

Moderasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan: 

Studi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.” 



19 

 

      

 

1. 2. Identifikasi Masalah 

Fokus dalam penelitian ini adalah pada analisis pengaruh PAD dan 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan 

mempertimbangkan peran moderasi ZIS di 35 kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Pendekatan ini 

dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana instrumen fiskal daerah 

dan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi pengurangan kemiskinan, 

serta sejauh mana ZIS berperan dalam memperkuat atau memperlemah 

pengaruh tersebut. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Berdasarkan rata-rata Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024, diketahui bahwa angka 

tersebut berada di atas rata-rata angka nasional. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi 

permasalahan kemiskinan yang cukup serius, bahkan cenderung 

mengarah pada kategori kemiskinan ekstrem. 

2. PAD berbeda-beda antar daerah, meskipun terjadi peningkatan PAD, 

tidak selalu diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan PAD 

dalam mengatasi kemiskinan. 

3. Pertumbuhan Ekonomi di berbagai kabupaten/kota tidak merata, dan 

dalam beberapa kasus tidak diikuti dengan penurunan tingkat 
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kemiskinan secara signifikan, sehingga menimbulkan dugaan adanya 

kesenjangan distribusi hasil pertumbuhan. 

4. ZIS sebagai alat kebijakan ekonomi syariah telah tumbuh dan dikelola 

oleh berbagai BAZNAS dan LAZ, namun perannya dalam memoderasi 

terhadap hubungan antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Tingkat Kemiskinan belum banyak diteliti secara empiris dalam 

konteks daerah. 

5.  Belum terdapat banyak penelitian yang secara khusus menguji peran 

ZIS sebagai variabel moderating dalam hubungan antara PAD dan 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan, khususnya dalam 

ruang lingkup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

1. 3 Pembatasan Masalah 

Fokus dari pembatasan masalah untuk memberikan fokus yang jelas 

terhadap variabel-variabel yang dianalisis serta menetapkan lingkup 

penelitian agar hasil yang diperoleh lebih terarah dan mendalam. Ruang 

lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada 35 kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah sebagai unit analisis, tanpa membahas wilayah provinsi 

lain di Indonesia. 

2. Data yang diterapakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan 

selama periode 2019-2024, bersumber dari DJPK, BPS, dan BAZNAS. 



21 

 

      

 

3. Fokus variabel pada penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan sebagai 

variabel bebas, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel 

terikat, dan Zakat, ZIS sebagai variabel moderasi. 

4. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan terhadap variabel lain yang 

berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat 

pendidikan, tingkat pengangguran, maupun kualitas infrastruktur. 

5. Data ZIS dalam penelitian ini merujuk pada total penghimpunan dari 

masing-masing kabupaten/kota, tanpa melakukan pemisahan antara 

komponen zakat, infak, dan sedekah secara individual. 

6. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis 

interaksi moderated regression analysis, tanpa menggunakan 

pendekatan kualitatif atau studi kasus mendalam. 

1. 4 Rumusan Masalah 

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah di Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dan 

pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berhasil. ZIS sebagai instrumen 

ekonomi syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung pengentasan 

kemiskinan. Namun, belum banyak penelitian empiris tentang peran 

moderasi ZIS terhadap pengaruh PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan. Karena hal itu, pertanyaan penelitian berikut dibuat: 

1. Apakah ada pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024?. 
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2. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-

2024?. 

3. Apakah ZIS dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-

2024?.  

4. Apakah ZIS dapat memoderasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2019-2024?. 

1. 5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menyelidiki korelasi dari PAD dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

selama tahun 2019-2024. Selain itu, ZIS memainkan peran moderasi dalam 

hubungan ini.  Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memperoleh 

pemahaman yang luas mengenai bagaimana kebijakan fiskal, pertumbuhan 

ekonomi, dan filantropi Islam bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan di 

tingkat daerah.  Tujuan darei penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemiskinan pada 

35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2024. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat 

Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2019-2024. 
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3. Untuk menganalisis peran ZIS dalam memoderasi pengaruh PAD 

terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2019-2024. 

4. Untuk menganalisis peran ZIS dalam memoderasi pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2024. 

1. 6 Manfaat Penelitian 

Harapan dari penelitian ini dapat memperkaya pemahaman secara 

teoritis sekaligus memberikan solusi praktis terkait penanggulangan 

kemiskinan berdasarkan pendekatan ekonomi dan filantropi Islam. 

Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini meliputi: 

1. Manfaat Teoretis 

Dari sisi teori, studi ini bertujuan memberikan kontribusi 

penting dalam memperkaya literatur ekonomi, terutama dalam 

konteks penanggulangan kemiskinan secara multidimensi. Penelitian 

ini mengintegrasikan variabel-variabel ekonomi konvensional, seperti 

PAD dan pertumbuhan ekonomi, dengan instrumen keuangan sosial 

Islam berupa ZIS, sehingga memberikan kontribusi sebagai berikut: 

a. Ekonomi Publik, melalui analisis mengenai bagaimana PAD 

sebagai instrumen fiskal dapat berperan dalam menurunkan 

tingkat kemiskinan. 
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b. Ekonomi Pembangunan, dengan mengevaluasi keterkaitan antara 

pertumbuhan ekonomi dan dinamika kemiskinan diwilayah 

regional. 

c. Ekonomi Islam, melalui pemanfaatan ZIS sebagai variabel 

moderating yang merepresentasikan instrumen filantropi Islam 

dalam memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi daerah 

terhadap pengurangan kemiskinan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis ditujukan untuk 

memberi kontribusi yang penting kepada berbagai pihak terkait 

sebagai bagian dari usaha pengentasan kemiskinan pada Provinsi 

Jawa Tengah. Secara khusus, manfaat tersebut mencakup: 

a. Bagi Pemerintah Daerah, temuan pada studi ini diharapkan 

dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan fiskal serta 

pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan efektif, dengan 

memperhatikan peran strategis ZIS sebagai instrumen sosial-

ekonomi berbasis syariah yang berpotensi mendukung 

pengurangan kemiskinan secara signifikan. 

b. Bagi lembaga pengelola zakat, seperti LAZ BAZNAS, dari hasil 

penelitian ini dapat memberi wawasan baru mengenai pentingnya 

integrasi program-program ZIS dalam mendukung efektivitas 

pembangunan daerah dan upaya penurunan angka kemiskinan 

secara berkelanjutan. 
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c. Bagi Akademisi dan Peneliti, studi ini dapat dijadikan sebagai 

referensi ilmiah yang valid untuk pengembangan studi lanjutan 

yang mengkaji keterkaitan antara variabel fiskal, makroekonomi, 

dan keuangan sosial Islam dalam konteks pembangunan 

kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. 
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BAB  V 

KESIMPULAN 

  

5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian 

Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan-temuan utama dalam 

penelitian ini yang diperoleh melalui analisis data dan pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dan pendekatan Moderated 

Regression Analysis (MRA), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Tingkat Kemiskinan, serta peran moderasi dari variabel Zakat, Infak, dan 

Sedekah (ZIS) di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 

2019-2024. 

Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menjawab keempat 

rumusan hipotesis yang telah dirancang dalam kerangka pemikiran teoritis dan 

telah diuji secara empiris menggunakan metode yang sesuai. Kesimpulan dari 

penelitian ini disajikan berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan interpretasi 

ekonomi, baik dari perspektif konvensional maupun ekonomi Islam. 

Kesimpulan pada hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai p-value sebesar 

0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, serta koefisien sebesar 

-1,638498 yang menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian, 

PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Artinya, peningkatan PAD mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara 

signifikan. 
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2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai p-value sebesar 0,1532 yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, serta koefisien sebesar -0,005911 yang 

menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun arah 

koefisien negatif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. 

3. Variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Zakat, Infak, serta 

Sedekah (ZIS) memiliki nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 5%, serta koefisien sebesar 0,159998 yang menunjukkan 

arah hubungan positif. Dengan demikian, ZIS memoderasi secara signifikan 

hubungan antara PAD dan tingkat kemiskinan. Arah koefisien positif 

mengindikasikan bahwa peningkatan ZIS justru cenderung melemahkan 

pengaruh negatif PAD terhadap kemiskinan, sehingga peran moderasinya 

bersifat antagonistik. 

4. Variabel interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan ZIS menunjukkan nilai p-

value sebesar 0,5352, lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Koefisien 

interaksi sebesar 0,001208 menunjukkan arah hubungan positif. Dengan 

demikian, ZIS tidak berperan signifikan sebagai variabel moderasi terhadap 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Arah 

koefisien positif menunjukkan bahwa ZIS cenderung melemahkan pengaruh 

negatif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam suatu penelitian ilmiah, keterbatasan merupakan hal yang wajar 

dan perlu diungkapkan secara jujur untuk memberikan gambaran mengenai 

ruang lingkup, validitas, dan generalisasi dari hasil temuan. Keterbatasan ini 

juga menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penyempurnaan atau pengembangan studi di masa mendatang. Penelitian ini, 

terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1.  Data Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya mencakup data yang dilaporkan oleh BAZNAS kabupaten/kota dan 

provinsi di Jawa Tengah selama periode 2019-2024. Data dari lembaga 

amil zakat non-pemerintah (LAZ) yang juga aktif dalam pendistribusian 

ZIS belum dapat dimasukkan karena keterbatasan akses dan konsistensi 

pelaporan. Hal ini berpotensi menyebabkan nilai ZIS yang dianalisis 

belum sepenuhnya merepresentasikan realitas yang ada. 

2.  Penelitian ini menggunakan regresi panel statis dengan pendekatan efek 

acak (Random Effect Model) serta pendekatan Moderated Regression 

Analysis (MRA). Model tersebut belum mempertimbangkan kemungkinan 

adanya dinamika waktu atau endogenitas dalam variabel, sehingga 

hasilnya terbatas pada hubungan statis antar variabel. Model dinamis atau 

Generalized Method of Moments (GMM) seperti System GMM atau First 

Difference GMM belum digunakan, padahal model tersebut lebih cocok 

untuk menangkap dinamika panel jangka panjang dan memperbaiki 

kemungkinan bias simultanitas. 



167 

 

      

 

3.  Interaksi antara variabel independen dengan ZIS sebagai variabel moderasi 

diasumsikan bersifat linear. Dalam kenyataannya, hubungan antara 

variabel ekonomi dan kemiskinan dapat bersifat non-linear atau asimetris. 

Model non-linear seperti Panel Smooth Transition Regression (PSTR) atau 

pendekatan Panel Bayesian yang mampu menangkap dinamika kompleks 

antar variabel belum digunakan dalam penelitian ini. 

4.  Penelitian ini hanya menggunakan PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan ZIS 

sebagai variabel utama, tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang juga 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan seperti pengangguran, 

pendidikan, atau indeks pembangunan manusia (IPM). Ketiadaan variabel 

kontrol ini berpotensi menyebabkan variabel omitted variable bias dalam 

hasil estimasi. 

  

5.3  Implikasi Hasil Penelitian 

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya bertujuan untuk memberikan 

kontribusi teoritis, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan implikasi 

kebijakan dan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait. 

Implikasi hasil penelitian ini bertumpu pada temuan empiris yang 

menunjukkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memengaruhi tingkat 

kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 

2019-2024, baik secara langsung maupun melalui interaksi moderasi. Adapun 

implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti efektif dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu 

mengoptimalkan pengelolaan dan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

secara tepat sasaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya difokuskan 

untuk membiayai sektor-sektor yang berdampak langsung pada 

kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan ekonomi. Optimalisasi ini 

akan meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. 

2. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berdampak 

signifikan pada pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa 

manfaat pertumbuhan belum merata dan belum inklusif. Pemerintah 

daerah perlu menitikberatkan pada pembangunan sektor riil, industri padat 

karya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga kelompok 

masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap lapangan kerja dan 

pendapatan yang lebih baik. Strategi ini akan meningkatkan kontribusi 

pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan. 

3. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah berperan sebagai variabel moderasi dalam 

hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan kemiskinan, namun arah 

pengaruhnya bersifat melemahkan. Hal ini menekankan perlunya integrasi 

dan koordinasi yang lebih baik antara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

dan program Zakat, Infak, dan Sedekah. Pemerintah daerah bersama 

lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan efektivitas pendataan 
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penerima manfaat, penyaluran dana secara produktif, dan penyusunan 

program yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. 

4. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah belum mampu memperkuat pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini 

menunjukkan bahwa efektivitas dana sosial Islam dalam mendukung 

inklusivitas pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Oleh karena itu, 

diperlukan inovasi program Zakat, Infak, dan Sedekah yang selaras 

dengan strategi pembangunan ekonomi, termasuk pemberdayaan 

kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat miskin. 

  

5.4  Saran 

Berdasarkan hasil temuan empiris dan keterbatasan yang ada dalam 

penelitian ini, beberapa saran perlu disampaikan sebagai masukan strategis 

bagi para pengambil kebijakan, praktisi, lembaga pengelola zakat, serta 

peneliti selanjutnya. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

nyata dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, 

memperkuat sinergi antara instrumen keuangan publik dan keuangan sosial 

Islam, serta mendorong penyempurnaan pendekatan metodologis dalam 

penelitian sejenis di masa mendatang. Adapun saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang 
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lebih tepat sasaran, seperti pendidikan gratis berkualitas, bantuan 

kesehatan untuk keluarga miskin, serta pemberdayaan ekonomi berbasis 

UMKM. Fokus kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kualitas 

belanja, bukan hanya besarnya anggaran. 

2. Mengingat Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terbukti memiliki peran 

moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara PAD dan tingkat 

kemiskinan, pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang lebih kuat 

antara APBD dan instrumen keuangan sosial Islam. Kebijakan kolaboratif 

bersama BAZNAS dapat diarahkan pada perencanaan pembangunan dan 

penganggaran program sosial, termasuk pengintegrasian data mustahik dan 

fakir miskin secara digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan 

efektivitas program penanggulangan kemiskinan. 

3. Perlu dilakukan inovasi dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan 

dana ZIS, sehingga distribusinya lebih produktif dan berkelanjutan. 

Penyaluran zakat yang selama ini bersifat konsumtif sebaiknya diarahkan 

secara bertahap ke bentuk zakat produktif, seperti pembiayaan usaha 

mikro berbasis syariah, pelatihan keterampilan kerja, serta program 

pemberdayaan mustahik berbasis komunitas. 

Penelitian ini menggunakan metode regresi panel statis dengan pendekatan 

efek acak dan Moderated Regression Analysis (MRA). Oleh karena itu, untuk 

memperdalam pemahaman dan ketepatan model, peneliti selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan pendekatan panel dinamis atau Generalized Method of 

Moments (GMM), seperti System GMM (SYS-GMM), First Difference GMM 
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(FD-GMM), dan Panel Smooth Transition Regression (Panel STR). Selain itu, 

pendekatan Bayesian Panel Data Regression juga dapat digunakan untuk 

memberikan estimasi parameter yang lebih robust dalam kondisi sampel terbatas 

atau adanya heterogenitas tidak terobservasi secara kuat. 
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